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ABSTRACT


             Law is a set of written and unwritten rules if violated will be sanctioned. Therefore, the existence of the law will protect the rights and obligations of each legal subject peacefully, while peace itself is a harmony between the order (order) with peace, civil cases court process is a process of fact finding and information from both sides, as a judge act as a mediator or a neutral third party, will guide and assess reasonable attention to the opinions of both parties and in case of an agreement will be formalized in a decision which it confirms the legal rights and obligations of the parties
         Decision peace also has the power executorial as well as court rulings and binding affirmed in Article 130 paragraph (2) HIR. Decision deed of this peace can not compared because under Article 154 Rbg / 130 HIR, deed decision peace is a supreme decision and no appeal and cassation against him. Implementation of PERMA No. 1 of 2008 on mediation procedure in this trial has yet to bring success. In an attempt to give birth to a mediator who has skills as a trial partner, is expected to Each and Every court to mediation training event for mediators.
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ABSTRAK

Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Oleh sebab itu dengan adanya hukum akan melindungi hak dan kewajiban setiap subjek hukum secara damai, sedangkan kedamaian itu sendiri adalah merupakan keserasian antar ketertiban ( order ) dengan ketentraman, Proses perkara perdata dipengadilan merupakan proses pencarian fakta dan informasi dari kedua belah pihak, sebagai hakim yang berperan sebagai mediator atau pihak ketiga yang netral, akan menuntun memperhatikan dan menilai secara wajar terhadap pendapat-pendapat dari kedua belah pihak dan apabila terjadi kesepakatan akan dituangkan dalam satu putusan yang isinya menegaskan secara hukum tentang hak dan kewajiban para pihak

Putusan perdamaian ini juga mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Putusan akta perdamaian ini juga tidak bisa dibanding karena berdasarkan Pasal 154 Rbg/130 HIR, putusan akta perdamaian merupakan suatu putusan yang tertinggi dan tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini ternyata belum membawa keberhasilan. Dalam upaya untuk melahirkan mediator yang memiliki keterampilan sebagai mitra pengadilan, diharapkan kepada Tiap-Tiap Pengadilan untuk dapat penyelenggaraan pelatihan mediasi bagi para mediator.
Kata Kunci ; mediator, Perma No.1 Tahun 2008
PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul
Sebagai makhluk individu, seorang manusia selalu ingin berhubungan satu sama lain untuk membentuk kerukunan, kedamaian satu sama lain saling membutuhkan dan mempunyai kebutuhan masing-masing (zoon politicon) kesemuaannya ini membentuk suatu hukum, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (Ibi Ius Ibi Societas ), lambat laun hukum itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan membentuk perubahan sesuai dengan kebutuhan sosialnya dapat terpenuhi secara maksimal.
Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Oleh sebab itu dengan adanya hukum akan melindungi hak dan kewajiban setiap subjek hukum secara damai, sedangkan kedamaian itu sendiri adalah merupakan keserasian antar ketertiban ( order ) dengan ketentraman.

Namun tidak jarang pula dalam kehidupan manusia terjadi kesalah fahaman sehingga dapat menimbulkan terganggu hak nya dan menimbulkan konflik. Konflik-konflik tersebut kadang dapat diselesaikan lewat Pengadilan (Litigation) maupun diluar Pengadilan ( Non Litigation). Tidak selalu membawa perkara perdata dan bisnis ke Pengadilan bernilai negatif sebagaimana yang diissukan akhir-akhir ini, bahkan sebaliknya mengajukan perkara kedepan pengadilan akan membentuk substansi dan pelaksanaan negosiasi penyelesaian. Sebab dengan mengajukan gugatan kepengadilan, salah satu fungsi tugas dari hakim yang berperan sebagai mediator akan memperoleh informasi yang nyata dan tatap muka langsung dengan para pihak.
Proses perkara perdata dipengadilan merupakan proses pencarian fakta dan informasi dari kedua belah pihak, sebagai hakim yang berperan sebagai mediator atau pihak ketiga yang netral, akan menuntun memperhatikan dan menilai secara wajar terhadap pendapat-pendapat dari kedua belah pihak dan apabila terjadi kesepakatan akan dituangkan dalam satu putusan yang isinya menegaskan secara hukum tentang hak dan kewajiban para pihak.
Gary Goodpaster menyatakan
, Proses litigasi memberi cara-cara spesifik membuktikan dan menemukan fakta-fakta. Banyak diantara persiapan sidang pengadilan, terutama temuan-temuan bertujuan untuk pembuktian fakta-fakta. Dalam banyak kasus, dekat menjelang sidang pengadilan, penyelesaian temuan akan mengklarifikasi fakta-fakta yang dapat dijadikan bukti didepan sidang. Proses temuan dapat mengatur para pihak untuk memilih antara melakukan negosiasi atau berperkara menyangkut kasus itu.
Oleh sebab itu pengajuan perkara perdata dan bisnis kepengadilan tidak harus diakibatkan karena buntunya atau gagalnya mencari solusi problem yang dinegosiasikan, malah terkadang dengan prediksi yang akurat pihak penggugatmenempuh jalan melalui gugatan kepengadilan. Keadaan semacam ini banyak dilakukan pihak penggugat kapada tergugat dan hasilnya ternyata juga baik, karena isi gugatan tersebut untuk membangkitkan shock therapy kepada diri tergugat untuk bernegosiasi

Salah satu fungsi hakim sebagai mediator wajib memanggil kedua belah pihak, baik secara pribadi (in person) atau melalui kuasanya duduk mendengar bersama kompromi menyelesaikan masalah dengan baik dan menuangkan pendapat masing-masing dalam kesepakatan.
 Walaupun ada anggapan dari masyarakat perkotaan berperkara kepengadilan membuat orang kecewa, karena hakim selalu jauh dari masyarakat miskin dalam menerapkan keadilan dan hukum selalu dekat pada orang-orang kuat dan berduit.
KERANGKA TEORITIS

A.  Pengertian Mediasi 
Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "mediation", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.

Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka.
Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. 
Mediasi merupakan tata cara berdasarkan "itikad baik" dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Berikut akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminology yang diberikan oleh beberapa ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berati ada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. la harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan juga memberikan definisi tentang mediasi yakni dalam pasal 1 ayat 7, yang berbunyi "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator" tapi secara umum mediasi merupakan bentuk dari Alternatife Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyebutan alternatif penyelesaian sengketa ini dikarenakan mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa disamping pengadilan yang bersifat tidak memutus cepat dan murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan. Dalam proses mediasi ini membutuhkan pihak ketiga (mediator) yang dipilih oleh beberapa pihak.

Dari beberapa rumusan batasan mediasi diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui perundingan yang melibatkan pihak keriga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa.
Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah" yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilisator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.
Sedangkan pemutusan perkara, baik melalui pengadilan maupun arbitrase, bersifat formal, memaksa, melihat kebelakang, berciri pertentangan dan berdasar hak-hak. Artinya, bila para pihak me-litigasi suatu sengketa, proses pemutusan perkara diatur ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya.
Kebalikannya, mediasi sifatnya tidak formal sukarela, melihat kedepan, koperatif dan berdasarkan kepentingan. Seseorang mediator membantu pihak-pihak yang bersedia merangkai suatu kesepakatan yang memandang kedepan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri. Seperti halnya para hakim dan arbiter, mediator harus tidak berpihak dan netral, serta mereka tidak mencampuri untuk memutuskan dan menetapkan suatu keluaran subtantif, para pihak sendiri memutuskan apakah mereka akan setuju atau tidak.
Mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk mengimplementasikan pilihan mereka sendiri yang disertai dengan kepedulian dan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dengan mengontrol hidup mereka dalam memecahkan sengketa yang mereka hadapi.
Dalam mediasi, para pihak ditempatkan sebagai partisipan yang aktif dalam proses pembuatan keputusan dan membiarkan mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan sengketa mereka demi kepentingan mereka di masa yang akan datang. Dalam mediasi yang bersifat informal, para pihak diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosi-emosi mereka dengan berusaha mencari identitas dari kepentingan fundamental mereka, untuk kemudian menyederhanakan kebingungan emosi mereka tersebut. Sebagai alternatif untuk menemukan suatu keputusan akhir bagi para pihak yang bersengketa, mediasi menyediakan suatu mekanisme, dimana para pihak yang bersengketa diarahkan untuk mampu membuat keputusan mereka sendiri.

B. Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Para Pihak
Setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya atau dengan kata lain konflik merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. Sebagai gejala sosial konflik adalah suatu proses sosial dimana setiap orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekuasaan.

Sebuah konflik akan berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bila mana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik.
Sedangkan cara penyelesaian sengketa menurut Richard Hill ada empat, yaitu : pertama, satu pihak atau lebih sepakat untuk menerima suatu situasi, dimana kepentingan mereka tidak terpenuhi seluruhnya. Kedua, pihak-pihak mengajukan situasi atau persyaratan secara lengkap kepada orang atau panel, yang akan memutuskan kepentingan mana yang harus dipenuhi dan kepentingan mana yang tidak dipenuhi. Pada umumnya, orang atau panel yang tidak memihak tersebut akan merujuk kepada aturan-aturan atau pedoman yang telah ada dan yang telah disepakati oleh semua pihak atau sedikitnya sudah diketahui oleh semua pihak. Ketiga, persepsi satu pihak atau pihak lain berubah, sehingga tidak ada perbedaan kepentingan. Keempat, kepentingan suatu pihak atau kepentingan pihak lain berubah, sehingga tidak ada perbedaan kepentingan.

Cara menyelesaikan sengketa (konflik) yang telah diekspresikan dan dimanifestasikan kedalam bentuk tuntutan, sanggahan atau pembelaan tidak lagi konflik terbatas pada persepsi dan perasaan, tetapi sebagai suatu aksi atau tindakan dengan mendasarkan pada norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan konsensual (melalui consensus), ajudikatif (Pengadilan atau arbitrase), atau kombinasi antara konsensual dan ajudikatif (hibrida).
Dalam proses penyelesaian sengketanya menggunakan opsi atau kombinasi bentuk-bentuk ADR sebagai proses penyelesaian sengketa, tergantung pada tahap atau bentuk-bentuk mana akhirnya keputusan tercapai.
Dari segi pembagian Alternatife Dispute Resolution, dibagi dalam dua bentuk yaitu Alternatif to Litigation terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan alternatife to adjudication terdiri atas negosiasi dan mediasi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanan Mediasi 
Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan perbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian, mediator inipun juga akan membantu para pihak dalam menganalisa sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti bersama pula.

Dengan demikian, tugas dan fungsi mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa amat berat dan karenanya tidak semua orang dapat menjadi mediator. Mediator harus mampu mencari sumber konflik yang menjadi pokok pangkal persengketaan di antara para pihak. Kemudian, berdasarkan sumber konflik tersebut, mediator akan menyusul dan merumuskan serta menyarankan pilihan pemecahan masalahnya. Tidak itu saja, mediator juga harus mampu menciptakan suasana yang bersifat kondusif dan kekeluargaan, sehingga para pihak dapat dengan leluasa dan terbuka mengemukakan pendapat dan pandangannya. 

Dengan mengetahui pendapat dan pandangan para pihak, mediator akan lebih mudah memahami keinginan para pihak dan dengan sendirinya juga memudahkan mediator menyarankan perbagai pilihan pemecahan masalahnya. Namun, harus diingat hal ini baru dapat dilakukan mediator bila proses perundingan menunjukkan tanda-tanda "kebuntuan" dan untuk itu harus dicairkan lebih dahulu. Di sinilah peran dan fungsi mediator dibutuhkan untuk "mencairkan" kebuntuan dengan cara mengemukakan usulan yang dapat memuaskan semua pihak. Pada akhir pemecahan masalah yang dihasilkan merupakan kesepakatan final para pihak, bukan putusan mediatornya.

Jenis kedua, mediator berusaha untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka dan memiliki posisi kuat atau berpengaruh, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Akan tetapi, seorang mediator otoritatif selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya itu karena didasarkan pada keyakinan atau pandangannya, bahwa pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya selaku pihak yang berpengaruh atau berwenang, melainkan harus dihasilkan oleh upaya-upaya pihak-pihak yang bersengketa sendiri. 
Namun, dalam situasi-situasi tertentu, mediator otoritatif mungkin akan memberikan batasan-batasan kepada para pihak dalam upaya mereka mencari pemecahan masalah. Selain itu, mediator otoritatif mungkin juga memberikan semacam ancaman kepada para pihak, bahwa jika para pihak sendiri tidak dapat mencari pemecahan masalah melalui pendekatan kolaboratif atau kooperatif, maka mediator otoritatiflah yang akhirnya membuat keputusan untuk penyelesaian yang hams diterima oleh para pihak. 
Menurut pasal 130 HIR/154 Rbg  prosedur pelaksanaan mediasi dilakukan pada hari yang ditentukan dimana kedua belah pihak hadir pada saat persidangan pertama kali digelar, sebelum sampai pada proses pembacaan dan pemeriksaan gugatan maka Hakim Ketua wajib menyarankan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaian sengketa mereka melalui upaya mediasi. Bila upaya mediasi mencapai perdamaian pada waktu persidangan maka dibuatlah akta perdamaian.
Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa dimana mediasi itu sendiri merupakan suatu proses negoisasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tersebut secara memuaskan yang mana pihak netral tersebut biasa disebut Mediator.
 Pelaksanaan mediasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan atau proses guna tercapainya suatu kesepakatan damai oleh para pihak yang bersengketa.
Melalui PERMA No. 2 Tahun 2003 Jo PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur prosedur pelaksanaan Mediasi. PERMA No. 2 Tahun 2003 Jo PERMA No. 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan mediasi dilakukan dua tahapan yaitu pra mediasi dan tahap mediasi.
Berikut ini adalah bagan proses mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yakni:
Dari bagan tersebut diatas dapat dilihat jalannya proses mediasi dari tahap pra mediasi sampai ketahap mediasi. Perkara yang telah ada, pada sidang pertama oleh hakim diupayakan mediasi untuk menempuh perdamaian. Jika para pihak setuju mengadakan perdamaian maka para pihak dapat memilih sendiri hakim mediator yang akan mengupakan perdamaian. Apabila diantara para pihak tidak terdapat kesepakatan dalam memilih hakim mediator maka hakim dapat menetapkan hakim mediator untuk para pihak yaitu menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat, jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat dapat menjalankan fungsi mediator. Lalu setelah menunjukkan hakim mediator disepakati, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak para pihak menunjuk mediator. 

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Lalu para pihak mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut oleh hakim majelis untuk dapat dikukuhkan sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka hakim mediator wajib memberitahukan kepada hakim majelis agar dapat melanjutkan pemeriksaan perkara selanjutnya.

Mediasi di Pengadilan Negeri Samarinda  maka jelas terlihat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Samarinda  merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2008 dimana mediasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu proses pra mediasi, proses mediasi dan proses akhir mediasi apabila tidak dilakukan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan pasal 2 ayat 3 berdasarkan  pasal 130 HIR/154RBg maka gugatan batal demi hukum.
Mediator biasanya menyiapkan ringkasan setelah para pihak selesai melontarkan pertanyaan permasalahannya. Ringkasan ini harus selektif karena ringkasan yang benar hanya berorientasi positif dan bersifat mengajak para pihak untuk melangkah ke proses negosiasi selanjutnya. Ringkasan ini harus senantiasa seimbang dalam pengertian bahwa hanya terdiri dari unsur-unsur yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak. Fungsi membuat ringaksan adalah sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa para pihak telah  didengar  secara benar isi  dari pembicaraan yang telah berlangsung.
2. Untuk   memperoleh   kebenaran   dan   validitas   terhadap   esensi   atas permasalahan yang diajukan oleh para pihak.
3. Untuk memeriksa tingkat kebenaran atas pengertian yang diterima oleh mediator dan  dapat menyediakan tanggapan bila ternyata pengertian tersebut tidak tepat.
4. Membuat suatu pihak untuk mendengar pernyataan pihak lain untuk kedua kalinya.
5. Memberikan kesempatan untuk salah satu pihak menambahkan sebuah pertanyaan/ permasalahan bila ringkasan tersebut tidak memadai.
B. Pelaksanaan Putusan Perdamaian Dalam Proses  Mediasi
Penetapan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim bertitik tolak dari hasil kesepakatan para pihak yang berperkara. Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang", maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang melarang persetujuan mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan :

a. Undang - Undang,
b. Kesusilaan yang baik, dan

c. Ketertiban umum.
Akibat lebih lanjut larangan ini dikaitkan dengan akta perdamaian, hakim tidak dibenarkan mengukuhkan kesepakatan dalam bentuk penetapan akta perdamaian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bahkan larangan itu secara khusus diatur secara rinci dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1859 ayat (1) KUHPerdata
Dalam Pasal ini disebutkan persetujuan perdamaian dapat dibatalkan apabila telah terjadi suatu kekhilafan.

a. mengenai orangnya, atau

b. mengenai pokok perselisihannya.
Apabila ternyata penetapan akta perdamaian yang dijatuhkan mengandung cacat kekhilafan mengenai orang atau pokok perkaranya, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan perdamaian tersebut.

     Pasal 1859 ayat (2) KUHPerdata

Persetujuan perdamaian tidak boleh dilakukan dengan cara:
a. Penipuan, dan

b. Pemaksaan.
Penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang mengandung penipuan yang disebut dalam Pasal 1328 KUHPerdata yang berbunyi "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut", atau pemaksaan yang diatur dalam Pasal 1324 KUHPerdata
 yang berbunyi " Paksaan yang telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata", dan Pasal 1325 KUHPerdata yang berbunyi "Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah". Pasal -pasal tersebut diatas dianggap mengandung cacat materiil.oleh karena itu menurut Pasal 1859 ayat (2) KUHPerdata, dapat diminta pembatalan atas penetapan akta perdamaian yang demikian.
Pasal 1860 KUHPerdata
Dalam pasal 1860 KUHPerdata ini suatu persetujuan perdamaian dapat dibatalkan apabila :
a. Jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahfahaman tentang duduk perkaranya, dan
b. mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu.

Oleh karena itu menurut Pasal 1860 KUHPerdata ini, terhadap penetapan akta perdamaian tersebut dapat dimintakan pembatalan.
      Pasal 1861 KUHPerdata
Persetujuan perdamaian yang diadakan berdasarkan surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu dianggap mengandung cacat materiil. Sehubungan dengan itu, penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian bertentangan dengan Pasal 1861 KUHPerdata, oleh karena itu dianggap tidak sah, dan dianggap batal demi hukum.
     Pasal 1862 KUHPerdata
Suatu persetujuan mengenai sengketa yang sudah berakhir berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (res judicata), namun hal itu tidak didasari para pihak atau salah satu dari mereka, mengakibatkan persetujuan itu batal. Oleh karena itu, penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian dapat diajukan pembatalannya.
C. Penetapan Akta Perdamaian  setelah Mediasi
Apabila mediasi berhasil dilakukan maka mediator melaporkan ke Majelis Hakim bahwa mediasi telah dilakukan dan di buatlah perjanjian perdamaian di hadapan mediator dan hakim selanjutnya Hakim Majelis membuka sidang untuk mewmbacakan Akta perdamaian dan sepakat tidak akan melakukan upaya hukum sebagai konsekwensinya.
Kekuatan hukum yang melekat pada putusan atau penetapan akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Disamakan Kekuatannya Dengan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, menurut Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata, perdamaian diantara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga akta perdamaian itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Dibanding hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3). Putusan akta perdamaian, tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah berakhir segala upaya hukum. Demikian halnya dengan putusan akta perdamaian, selain dipersamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang sendiri yang menegaskan, bahwa terhadapnya tidak bisa diajukan banding. 

Hal itu pun ditegaskan dalam Putusan MA No. 1038 K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Dalam Putusan MA No. 975 K/Sip/1973 dijelaskan tidak dapat banding, yang mengatakan berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, putusan perdamaian atau acte van vergelijk, merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian (acte van vergelijk) dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Memperhatikan kekuatan yang langsung melekat pada putusan akta perdamaian, penyelesaian perkara melalui sistem ini sangat efektif dan efisien. Segala upaya hukum tertutup, sehingga dapat langsung diminta eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi perjanjian secara sukarela.
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Mediasi pada umumnya yang ada di dalam pengadilan ada 2 (dua) jenis, yaitu di pengadilan dan diluar pengadilan. Mediasi diluar pengadilan ditangani oleh mediator swasta,  perorangan,  maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008. 
Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 ini proses mediasi dilakukan dengan tertutup kecuali para pihak menghendaki lain dan dilaksanakan dengan iktikad baik oleh masing-masing pihak. Dengan adanya mediasi perkara-perkara yang ada dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan serta musyawarah dan mufakat, tidak ada menang dan kalah tetapi hanya penyelesaian yang menguntungkan para pihak.
2. Kedudukan hakim mediator dalam menyelesaikan perkara  menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, adalah mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi  kepada para pihak untuk dibahas dan  disepakati, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, dan melakukan kausus yaitu mengadakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Salah satu peran mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan pangkal tolak pemecahan masalah.
3. Kesepakatan perdamaian harus dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang memuat klausul pencabutan gugatan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai. Putusan perdamaian ini juga mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Putusan akta perdamaian ini juga tidak bisa dibanding karena berdasarkan Pasal 154 Rbg/130 HIR, putusan akta perdamaian merupakan suatu putusan yang tertinggi dan tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini ternyata belum membawa keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya jumlah perkara yang berhasil dimediasikan dibandingkan dengan banyaknya perkara yang masuk di pengadilan setiap tahunnya.
B   Saran
1. Perlu adanya suatu Undang-Undang Khusus tentang Mediasi yang mengadopsi asas-asas mediasi yang modern namun tetap memberi tempat bagi pengakuan mediasi tradisional yang ada dalam masyarakat adat Indonesia. Jadi tidak hanya suatu PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung saja yang menjadi acuan dalam proses mediasi tetapi diharapkan adanya suatu Undang-Undang yang khusus membahas tentang proses mediasi dipengadilan.
2. Proses mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 sistematikanya kurang baik karena jangka waktu proses mediasi sejak hakim mediator dipilih oleh para pihak berlangsung paling lama 40 hari kerja. Sehingga diharapkan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 jangan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 karena akan lebih banyak memakan waktu dan membuang-buang waktu bagi hakim mediator yang mempunyai tugas atau pekerjaan yang lainnya.
3. Dalam upaya untuk melahirkan mediator yang memiliki keterampilan sebagai mitra pengadilan, diharapkan kepada Tiap-Tiap Pengadilan untuk dapat penyelenggaraan pelatihan mediasi bagi para mediator.
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